Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER 11I-12 SURABAYA

Nomor : W3-Mil01/12/ Kep/11/2023
Tentang

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

PENGADILAN MILITER 111-12 SURABAYA
KEPALA PENGADILAN MILITER [lI-12 SURABAYA

: a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pembangunan Zona Integritas di

Pengadilan Militer 111-12 Surabaya perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona
Integritas;

b. Bahwa melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut diatas perlu
dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas sebagai pelaksanaannya,;

c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan
Kepala Pengadilan Militer 111-12 Surabaya ini dipandang cakap dan mampu
untuk melaksanakan tugas dalam Tim Pembangunan Zona Integritas
Pengadilan Militer 111-12 Surabaya.

: 1. Undang-undang R.l. Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

2.  Undang-Undang R.l. Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Republik Indonesia;

3. Undang-undang R.I. Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-undang R.l. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi;

5. Undang-Undang R.l. nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

6. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014
tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung
RI.

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.l. Nomor 58/KMA/SK/I11/2019
tentang Pedoman Pembangunan Zona Intergritas Menuju Wilayah Bebas
Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan di Bawahnya.

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.



Menetapkan

Kesatu

Kedua

Ketiga

Salinan

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-
144/KMA/SK/VIN1/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan
Informasi Publik di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER 1l1-12 SURABAYA

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI
LINGKUNGAN PENGADILAN MILITER 111-12 SURABAYA.

: Menunjuk dan mengangkat para pejabat yang nama-namanya tercantum

dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pembangunan Zona Integritas
pada Pengadilan Militer 111-12 Surabaya.

: Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Pengadilan Militer

[11-12 Surabaya.

. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di

kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

: Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan

dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 1 Februari 2023




PENGADILAN MILITER 111-12 Lampiran : Keputusan Kepala Pengadilan Militer 111-12
SURABAYA Nomor  : W3-Mil01/12/Kep/11/2023
Tanggal : 1 Februari 2023
NAMA PANGKAT NRP. NIP JABATAN JABATAN DALAM TIM KETERANGAN
1 2 3 4 5
Sugeng Aryanto, S.H.
1| Letnan Kolonel Chk / 11980058680275 Kepala Penanggung Jawab
2 | Arif Sudibya, S.H. Anggota Pokkimmil Gol V Koordinator
Letnan Kolonel Chk/11010036380878
. . . . Penanggung Jawab
Firda Nuril Hanifah, S.Si : .
3 | Penata TK.| / 197804082006042001 Sekretaris Kelompok Kerja Area |
Manajemen Perubahan
. Anggota Kelompok Kerja Area |
4 | Faried Sunaryunan, S.H. Panitera Pengaanti :
Peltu / 21970306830676 9 Manajemen Perubahan
Fransisca Angelina R, S.H. . , Anggota Kelompok Kerja Area |
S | penata Muda /199106082019032009 Analis Perkara Peradilan Manajemen Perubahan
6 Safril Adi Husada, A.Md. Pengadministrasi Register Anggota Kelompok Kerja Area |
Pengatur /198804262020121007 Perkara, Panmud Hukum Manajemen Perubahan
2 | Marzuki Pengadministrasi Anggota Kelompok Kerja Area |
Koptu Mus /112371 Penanganan Perkara Manajemen Perubahan
. Penanggung Jawab
Kus Indrawati, S.H.,M.H. o .
8 Letnan Kolonel (K) / 11980036240871 Anggota Pokkimmil Gol. V Kelompok Kerja Area Il
Penataan Tata Laksana
9 | Ahmad Suryadi, S.H. Panitera Muda Pidana Anggota Kelompok Kerja Area Il BP. dari Dilmil
Lettu Chk / 21000075960980 Penataan Tata Laksana lll-16 Makasar
Anggota Kelompok Kerja Area Il
10 | Slamet Panitera Pengganti
Pelda / 21020097980681 % Penataan Tata Laksana
11 Sapto Adi Pamungkas Pranata Kearsipan Anggota Kelompok Kerja Area Il

Serma / 21980225800378

Penataan Tata Laksana




4

1 3
12 Setijo Utomo Pengelola Informasi dan Anggota Kelompok Kerja Area Il
Penata Muda Tk.1/197003071994031002 Komunikasi Penataan Tata Laksana
13 Norma Azurah, S.E.I Penyusun Laporan Anggota Kelompok Kerja Area Il
Penata Muda /199605022020122014 Keuangan Penataan Tata Laksana
R : Kasubbag Kepegawaian, Penanggung Jawab
Rijani Widyanti OO 4
14 Penata Tk | / 197011281990032001 Organisasi dan Tata Kelom‘pok Kerja A_rea I
Laksana Penataan Sistem Manajemen SDM
Atim Sumarni .
15 Pengadministrasi Persuratan Anggota Kelompok Kerja Area Il
Penata Muda Tk.1/197004251998032001 9 Penataan Sistem Manajemen SDM
16 Wahyu Ari Wijaya Pengadministrasi Anggota Kelompok Kerja Area Il
Praka / 31120174740292 Kepegawaian Penataan Sistem Manajemen SDM
Anggl‘aini Esti Rahayu, A.Md. Penge|o|a Perkara .
17 . Anggota Kelompok Kerja Area lll
18 Nur Arifin Penaadministrasi Persuratan Anggota Kelompok Kerja Area lll
Praka /31150138760396 g Penataan Sistem Manajemen SDM
Penanggung Jawab
Musthofa, S.H., M.H. L :
19 Mayor Chk NRP 607969 Anggota Pokkimmil Gol. VI Kelompok Kerja Are_a_ v
Penguatan Akuntabilitas
20 Ainur Rofiq, S.E. Kasubbag Umum dan Anggota Kelompok Kerja Area IV
Penata Tk. | /197903172006041004 Keuangan Penguatan Akuntabilitas
21 Moh. Fauzan, S.Ag. Panitera Penaaanti Anggota Kelompok Kerja Area IV
Peltu /21960346110176 99 Penguatan Akuntabilitas
Anggota Kelompok Kerja Area IV
22 | Suhendra, S.H. Panitera Pengganti ili
Pelda / 1010150930781 99 Penguatan Akuntabilitas
23 Melanti Puspara, S.E. Analis Perencanaan, Anggota Kelompok Kerja Area IV
Penata / 198405302006042002 Evaluasi dan Pelaporan Penguatan Akuntabilitas
- Penanggung Jawab
Kholip, S.H. . .
24 Kapten Sus / 519169 Panitera Kelompok Kerja Area V
Penguatan Pengawasan
o5 Rudianto, S.H. Panitera Pengganti Anggota Kelompok Kerja Area V

Peltu / 21960347440875,

Penguatan Pengawasan




1 3 4
Nuryati Anggota Kelompok Kerja Area V
26 Serma Keu (W) / 104997 Bendahara Penguatan Pengawasan
27 Sumardi Teknisi Sarana dan Anggota Kelompok Kerja Area V
Sertu / 31960173740276 Prasarana Penguatan Pengawasan
o8 Dina Astari, A.Md. Pengelola Perkara Anggota Kelompok Kerja Area V
CPNS. ll/c. / 199706162022032017 Panmud Pidana Penguatan Pengawasan
. Penanggung Jawab
29 I\U/Ijang Taryana, S.H., M.H. Anggota Pokkimmil Gol VI Kelompok Kerja Area VI
ayor Chk / 636558 ) ,
Peningkatan Pelayanan Publik
Gigih Dayu Priambudi, S.H. Penanggung Jawab
30 | Lettu Sus /544097 Panitera Pengganti Kelompok Kerja Area VI
Peningkatan Pelayanan Publik
31 Ratih Dina Agustin Pengadministrasi Hukum, Anggota Kelompok Kerja Area VI
Penata Muda Tk. | /197608251998032002 Panmud Hukum Peningkatan Pelayanan Publik
32 Akhmad Aji Wibayu Pengadministrasi Hukum, Anggota Kelompok Kerja Area VI
Serka / 21110095320492 Panmud Pidana Peningkatan Pelayanan Publik
33 Ailis Iskandar Pengadministrasi Persuratan Anggota Kelompok Kerja Area VI

Kopka Ttu / 93275

Peningkatan Pelayanan Publik




